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BAB VII  

PENUTUP 

 

7.1. Kesimpulan 

Dari penjabaran dan analisis yang telah dijabarkan oleh penulis, penulis 

memperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor K.898/A/1975 kedudukannya tidak dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-

Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak berwenang untuk 

melakukan Judicial Review terhadap Surat Instruksi tersebut. Instansi 

yang berwenang dalam menguji Surat Instruksi adalah Pengadilan Tata 

Usaha Negara, dikarenakan kedudukannya adalah sebagai Peraturan 

Kebijakan (beleids regel) yang menjadi ruang lingkup Hukum 

Administrasi Negara sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan.  

2. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Surat Instruksi Wakil 

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/A/1975 tidak 

termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketekan atau 

diuji di PTUN sangat sempit, dikarenakan Hakim hanya mengacu bahwa 

obyek sengketa tata usaha negara yang dapat dibawa ke PTUN hanya 

keputusan (beschikking) menurut Pasal 1 angka 3 UUPTUN jo. Pasal 1 

angka (9) Perubahan Kedua UUPTUN. Sedangkan, sejak berlakunya UU 

Administrasi khusus terhadap ketentuan Pasal 87, segala tindakan badan 

atau pejabat tata usaha negara yang menyalahgunakan kewenangannya 

dapat disengketekan di PTUN.  

3. Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

tersebut dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 1975. Selanjutnya, pada tahun 

1984 lahirlah Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 1984 mengenai 
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pemberlakuan UUPA sepenuhnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Apabila dilihat dari menimbangnya bahwa Peraturan Gubernur tersebut 

dikeluarkan agar terciptanya penyelarasan hukum, sehingga Surat 

Instruksi tersebut harus dilakukan penyelarasan sesuai dengan UUPA. 

Akan tetapi, dalam faktanya Pemerintah DIY tidak memperbaharui atau 

menyeleraskan Surat Instruksi tersebut dengan UUPA dan hingga saat ini 

masih diberlakukan. Dengan kata lain, Surat Instruksi tersebut 

merupakan sebuah produk penyalahgunaan wewenang (detournement de 

pouvoir).  

Berkaitan dengan hal diatas, suatu tindakan pemerintah yang 

menyalahgunakan wewenangnya termasuk dalam ruang lingkup sengketa 

PTUN. Sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2016 huruf (e) angka (3) 

mengenai objek sengketa Tata Usaha Negara, Pejabat Pemerintah yang 

tindakannya termasuk penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan upaya 

hukum di PTUN. Apabila orang/badan hukum perdata yang merasa 

kepentingannya dirugikan dengan adanya tindakan penyalahgunaan 

wewenang tersebut, maka orang/badan hukum perdata tersebut dapat 

mengajukan upaya hukum di PTUN sesuai dengan Pasal 21 UU 

Administrasi Pemerintahan.  Apabila orang atau badan hukum perdata 

yang sudah mengajukan permohonan mengenai adanya penyalahgunaan 

wewenang yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan 

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang 

dimohonkan tersebut, maka keputusan tersebut dapat menjadi keputusan 

fiktif negatif sesuai dengan Pasal 3 UUPTUN. 

 

Jadi, Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor K.898/A/1975 bukan merupakan sebuah peraturan yang dapat diajukan 

judicial review di MA, akan tetapi sebuah peraturan kebijakan (beleidsregel) yang 

berada dalam ruang lingkup PTUN sesuai dengan Pasal 87 UU Administrasi 

Pemerintahan dan dapat dilakukan upaya hukum terkait penyalahgunaan 

wewenang sesuai dengan Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan. Apabila 
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orang/badan hukum perdata tersebut sudah melakukan upaya hukum ke PTUN, 

akan tetapi Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan atas 

permohonannya, maka keputusan tersebut adalah keputusan fiktif negatif yang 

diatur dalam Pasal 3 UUPTUN. 

7.2. Saran 

Untuk mencipatakan kepastian hukum mengenai aturan pertanahan 

khususnya mengenai hak milik atas tanah Warga Negara Indonesia keturunan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, maka saran dari penulis diantaranya: 

1. Dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan, Gubernur dan Instansi 

Pemerintah lainnya sebaiknya menyelaraskan Surat Instruksi Wakil 

Kepala Daerah sesuai dengan UUPA atau mencabut Surat Instruksi 

tersebut dan memberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria 

sepenuhnya. Mengingat bahwa adanya Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 

1984 mengenai pemberlakukan UUPA sepenuhnya.  

2. Apabila Majelis Hakim dihadapkan pada penilaian terhadap suatu 

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan objek sengketa 

Tata Usaha Negara, agar terciptanya kepastian hukum terhadap 

pengaturan objek sengketa Tata Usaha Negara, sebaiknya Majelis Hakim 

dalam pertimbangannya harus memperhatikan asas peraturan perundang-

undangan, yakni lex posterior derogat legi priori, yang artinya timbulnya 

pertentangan peraturan perundang-undangan yang sederajat, maka 

seharusnya yang lebih dianggap adalah peraturan yang lebih baru dan 

menurutnya relevan, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya 

harus mempertimbangkan terhadap objek sengketa Tata Usaha Negara 

pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 huruf (e) angka 

(3). Sehingga Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Undang-Undang No. 9 

Tahun 2004 jis. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan 

Tata Usaha Negara sebaiknya dikesampingkan. 
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3. Sebaiknya Handoko mengajukan permohonan kepada Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta untuk mengeluarkan sebuah keputusan terkait 

dengan penyelarasan Surat Instruksi tersebut dengan UUPA. Hal tersebut 

dikarenakan bahwa Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/A/1975 merupakan sebuah tindakan 

penyalahgunaan wewenang pemerintah dalam bentuk peraturan 

kebijakan (beleidsregel) menurut Pasal 21 dan Pasal 87 UU Admnistrasi 

Pemerintahan dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 

huruf (e) angka (3). Apabila Handoko sudah mengajukan permohonan, 

lalu tidak ada Keputusan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 

maka Handoko dapat mengajukan upaya hukum baru berupa gugatan ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara dengan objek gugatannya yakni 

keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dengan unsur fiktif negatif sesuai 

dengan yang diatur dalam Pasal 3 UUPTUN dan diperluas dengan 

SEMA No. 4 Tahun 2016. 
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